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Status Aset Kripto

Jadi tidak Jelas

Pedagang aset kripto tidak ingin
penataan industri kembali darti titik nol.

DespiaN NURHIDAYAT
despion@mediaindonesia.com

ANCANGAN Un-
dang-Undang (RUU)
Pengembangan dan
enguatan Sektor Ke-
uangan (P2SK) semakin hangat
diperbincangkan. Salah satu
topik yang menjadi polemik
ialah karena aset kripto dima-
sukkan pada RUU P2SK sebagai
inovasi teknologi sektor ke-
uangan (ITSK).

Sebagai informasi, Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) pun
telah menetapkan RUU P2SK
dalam Program Legislasi Nasio-
nal Prioritas 2022. RUU P28K itu
merupakan RUU inisiatif DPR

yang selanjutnya akan dibahas
bersama pemerintah menjadi
UU. Saat ini, status RUU P2Sk
masih pada tahap konsultasi
publik.

Ketua Umum Asosiasi Peda-
gang Aset Kripto Indonesia
(Aspakrindo) Teguh Kurni-
awan Harmanda mengajak
masyarakat untuk terus meng-
awal dan berpartisipasi dalam
pembentukan RUU P2SK ini.

Menurutnya, semua pihak
harus dilibatkan dalam pem-
bahasan, terutama masyarakat
yang akan berdampak langsung
pada penerapan regulasi itu,
bisa memberikan pandangan-
nya.

“Pelibatan publik dalam pem-

bahasannya bisa memberikan
pandangan yang menyeluruh,
termasuk status aset kripto di
dalamnya. Karena jumlah inves-
tor kripto yanglebih dari 16 juta
ini, pasti ingin status yang jelas
soal kripto sebagai komoditas
atau akan diubah,” ungkap pria
yang akrab disapa Manda ter-
sebut dilansir dari keterangan
resmi, kemarin.

Menurut Manda, saat ini ma-
syarakat sudah mulai meyakini
aset kripto sebagai komoditas
dan diregulasi Bappebti. Na-
mun, adanya draf RUU ITSK itu
bisa menimbulkan kerancuan
atau tidak jernih.

“Kami menghargai niat dan
upaya pemerintah untuk terus
mengawasi dan memastikan in-
dustri aset kripto ini tetap aman.
Namun, draf RUU PPSK yang
ada saat ini belum menguat-

kan industri, malah berpotensi
membuatnya mundur. Ada be-
berapa pasal (205, 207, 208) yang
akan membuat status aset kripto
menjadi rancu ke depannya.
Saat ini kripto dikategorikan
sebagai komoditas, bukan mata
uang,” jelasnya.

Pihaknya berharap Bappebti
tetap ada bersama Bank Indo-
nesia (BI) dan Otoritas Jasa Ke-
uangan (OJK) dalam RUU P2SK
di pasal ITSK.

Asosiasi ingin semua pihak
bersinergi untuk merumuskan
regulasi yang jelas dan mendu-
kung inovasi ke depannya. BI
dan OJE bisa meregulasi aspek
lain dari kegunaan atau utilitas
aset kripto yang belum diatur
Bappebti.

“Sebagai pelaku usaha, kami
hanya meminta kepastian hu-
kum dan regulasi agar industri

kripto yang sudah berkembang
pesat ini tidak salah arah dan
reset dari nol,” pungkasnya.

Penipuan berkedok kripto

Kementerian Perdagangan
melalui Bappebti akan mela-
kukan tindakan tegas terhadap
entitas yang melakukan peng-
himpunan dana masyarakat
berkedok perdagangan aset
kripto. Bappebti memperoleh
informasi bahwa terdapat be-
berapa entitas yang marak
menawarkan investasi perda-
gangan aset kripto tanpa memi-
liki persetujuan dari Bappebti.

“Setelah kami lakukan iden-
tifikasi, pengawasan, dan peng-
amatan, kami menemukan
bahwa entitas tersebut me-
nerapkan skema member get
member untuk merekrut ang-
gota baru,” terang Plt Kepala
Bappebti Didid Noordiatmoko
dalam keterangan resminya,
kemarin.

Entitas tersebut memberikan
janji keuntungan yang konsisten
dan hampir tanpa kerugian
dari trading yang dilakukan.
Bappebti telah menghentikan
kegiatan usahanya agar tidak
semakin banyak masyarakat

yang dirugikan. (Fik/E-1)
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